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KEPUTUSAN MEHTERI AGA}IA REPUBLIK II{DO:TE SL{
NOMOR 178 TA}IUN 2OL7

TENTAIVG
PIIUBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAI

MADRASAH TsAIuAwrvAH As-sALAlr I{ABUPATEI{ por o Rocro
PROPINSI JAWA TIMUR

DEITTGAIT RATIMAT TUHAIT YAITG MAIIA ESA

MEI{TERI AGAMA REPUBLIK r1i[DOI{ESIA,

Menirnbang : a.

b.

bahwa dalam rangka meningkatkan akses penc--:.: --
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesen:.la:..,-
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum Ltr^--_.:.
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasiorra*
pendidikan;

bahwa masa trerlaku izlri operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum daiam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

bahwa madrasah setragaimana tercantum dalam Larnpiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirianl operasional madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agarna Republik Indonesia tentang
Perpanjangan lzin Pendirian/Operasional MADRASAH
TSANAWIYAH AS-SALAM KABUPATEN PONOROCO
Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 567A\

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan {Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a86a);

C,

d.

Mengingat : 1.

2.

3.



Memperhatikan

Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor lr rahun 2010 tentang
Pengeiolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S1S0)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang pembahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20i0 Nomor ll2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Ta]nun 2OO7
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
DasarlMadrasah Itrtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
AtaslMadrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 201(-)
tentang Standar Pelayanan Minimal pendidikan C.
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturar.r
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 201.1
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri pendidrrian
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar perar-anal
Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 9O Tahun 2Ol3 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republili
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam r'tromor 1385
Tahun 2074 tentang Petunjuk reknis pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam lrtomor 588s
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis perpanjangan lzttt
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan penerbitan surat
Keterangan Keru sakan D okume n lzin Pendirian M adrasah ;

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATBN PONOROGO Nomor : Kd.tS.2/2lpp.OO /L'232/Zarc
Tanggal 27 Apnl2Dl6;

MBMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTBRI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZTN
PENDIRIAN / OPtrRASIONAL MADRASAH TSANAWryAH AS-
SALAM KABUPATBN PONOROGO PROViNSI JAWA TIMUR.

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU



{: DUA

KETiGA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KBSATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoa{o
pada tanggal4 Januari 2Ol7

AGAMA REPUBLIK INDONBSIA
KANTOR WILAYAH

sHoDARr#



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTtrRI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178 TAHUN 2017
TBNTANG
PBMBBRIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWryAH AS-SALAM
KABUPATEN PONOROGO PROVINSI .]A\MA
TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBBRIKAN PBRPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

AGAMA REPUBLIK INDONESiA
KANTOR WILAYAH

AG
JAW

'suoo*xy$

1 Nama Madrasah AS-SALAM

2 Nomor Statistik Madrasah 12L235020060

D\) Alamat Madrasah JL. SURU SOOKO NO. 01

DESA SURU

KECAMATAN SOOKO

KABUPATEN PONOROGO

PROVINSI JAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN PBNDIDIKAN ISLAM AS SALAM

5 Akte Notaris OrganisaBi

Penyelenggara

NO. 153, ANISAH SRI WAHYUNI, SH

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU-000 1800.Ar{.0 1.O4.TAHUN 20 15 /
6 FEBRUARI 2015
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN'OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MTsS, 02.0050 I 2A17

Nama Madrasah

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamaian

Kabupaten/Kota

Provinsi

Penyelenggara Madrasah
Akte Notaris Penyelenggara
Pengesahan Akte Notaris
Tanggal Pendirian

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM),

Diberikan kepada :

MADRASAH TSANAWIYAH AS-SALAM

JL. SURU SOOKO NO 01

SURU

SOOKO

KABUPATEN PONOROGO

JAWA TIMUR

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAt,l AS SJ-:"
NO 153, ANISAH SRI WAHYUt.. St
AHU-0001800AH 01 04TAHUN ::': a :::: -:: --':
6 JULI 1994
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